[image: ][image: ]                                       Seminar Nasional 
Humanesia Pascasarjana
(Humaniora, Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Hukum dan Sosiologi)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
                                                                 Makassar, Indonesia


ANALISIS KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS APARATUR PEMERINTAH KAMPUNG NOMOUWODIDE, DISTRIK BAYA BIRU, KABUPATEN PANIAI

YULIANA KAYAME
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN KONSENTRASI SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS MAKASSAR
EMAIL : yulianakayame3@gmail.com


Abstrak
Penelitian ini menganalisis keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur Pemerintah Kampung Nomouwodide, Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, serta implikasinya terhadap administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan enam informan yang dipilih secara purposif, yaitu Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Distrik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Anggota Badan Musyawarah Kampung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan empat bentuk keterbatasan utama, yaitu rendahnya tingkat pendidikan formal, belum meratanya kompetensi administrasi, terbatasnya kemampuan teknologi informasi, dan belum berkelanjutannya pelatihan serta pembinaan. Keterbatasan tersebut berinteraksi dengan minimnya perangkat kerja, ketidakstabilan jaringan internet, dan dukungan kelistrikan yang belum konsisten, sehingga berdampak pada kecepatan pelayanan, ketertiban administrasi, pelaporan, dan pelaksanaan program pembangunan. Meskipun demikian, aparatur menunjukkan sikap pelayanan, tanggung jawab, dan kemauan belajar yang baik. Penelitian merekomendasikan pengembangan kapasitas yang terpadu melalui pelatihan berbasis kebutuhan, pendampingan berkelanjutan, penguatan pembelajaran antaraparatur, serta penyediaan sarana dan dukungan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah pedalaman.
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Abstract
This study analyzes human resource limitations among government officials in Nomouwodide Village, Baya Biru District, Paniai Regency, and their implications for government administration and public service delivery. A qualitative descriptive design was employed with six purposively selected informants: the Village Head, Village Secretary, District Head, Community Leader, Youth Leader, and a member of the Village Consultative Body. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document review and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings identify four major limitations: low formal educational attainment, uneven administrative competence, limited information technology skills, and discontinuous training and supervision. These limitations interact with inadequate work equipment, unstable internet connectivity, and inconsistent electricity support, affecting service speed, administrative order, reporting, and the implementation of village development programs. Nevertheless, officials demonstrated positive service attitudes, responsibility, cooperation, and willingness to learn. The study recommends an integrated capacity-development strategy combining needs-based training, sustained technical assistance, peer learning among officials, adequate infrastructure, and stronger policy support tailored to the conditions of remote areas.
Keywords: human resources, government official capacity, village governance, public service, Central Papua.
 
Ⅰ. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terakhir mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perluasan kewenangan tersebut sekaligus meningkatkan tuntutan terhadap kapasitas aparatur desa/kampung karena kualitas tata kelola di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola administrasi, sumber daya, pelayanan, dan akuntabilitas secara responsif (Antlöv et al., 2016; Republik Indonesia, 2024). Dengan demikian, penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur bukan sekadar persoalan kepegawaian, tetapi merupakan prasyarat penting bagi efektivitas pemerintahan kampung.
Tuntutan tersebut semakin nyata pada aspek administrasi pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 menegaskan pentingnya tertib administrasi desa sebagai sumber data dan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Dalam praktiknya, aparatur tidak hanya dituntut memahami prosedur administrasi, tetapi juga memiliki keterampilan menyusun dokumen, mengelola informasi, menggunakan perangkat digital, berkomunikasi dengan masyarakat, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi. Studi Diyanto et al. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan SDM yang mencakup perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta penilaian kinerja berkaitan dengan efisiensi administrasi dan responsivitas pelayanan pemerintah desa.
Perkembangan pelayanan berbasis teknologi juga membuat kompetensi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas aparatur. Mustanir et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi digital dapat mendukung kualitas pelayanan pemerintah desa, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung, terutama pelatihan. Pada sisi lain, penelitian tentang kinerja aparatur desa menunjukkan bahwa kemampuan teknis, kesesuaian kompetensi, pembinaan, dan pelatihan yang terstruktur merupakan faktor penting dalam mutu pelayanan publik (Munir & Aminullah, 2025; Wahyudi, 2022). Artinya, keterbatasan SDM dapat muncul dalam bentuk yang saling berkaitan, mulai dari pendidikan formal, keterampilan administrasi, pengalaman kerja, kemampuan digital, hingga kesempatan memperoleh pengembangan kapasitas.
Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika pemerintahan kampung berada pada wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses layanan pendukung. Publikasi Potensi Desa 2024 menyajikan gambaran desa menurut potensi, ketersediaan infrastruktur, dan tantangan yang dihadapi, sedangkan publikasi Kecamatan Baya Biru Dalam Angka 2025 menyediakan konteks statistik pembangunan pada tingkat distrik tempat Kampung Nomouwodide berada (Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai, 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2024). Dalam konteks seperti ini, kapasitas aparatur tidak dapat dinilai hanya dari kemampuan individu karena pelaksanaan pekerjaan juga bergantung pada tersedianya perangkat kerja, jaringan komunikasi, listrik, akses pembinaan, dan dukungan kelembagaan.
Data awal penelitian di Kampung Nomouwodide menunjukkan adanya persoalan yang cukup nyata. Dari delapan orang aparatur yang tercatat, hanya satu orang berpendidikan sarjana dan berstatus Aparatur Sipil Negara. Sebagian besar aparatur berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama; lima dari delapan aparatur (62,5%) belum pernah mengikuti pelatihan teknis pemerintahan kampung; dan kemampuan penggunaan komputer serta aplikasi pemerintahan masih terbatas. Pada saat yang sama, hasil pengamatan awal menunjukkan keterbatasan perangkat komputer, jaringan internet yang tidak stabil, dan dukungan kelistrikan yang belum dapat diandalkan secara konsisten. Kondisi tersebut berimplikasi pada keterlambatan pelayanan administrasi, lemahnya pengarsipan dokumen, serta belum optimalnya perencanaan dan pelaporan kegiatan kampung.
Literatur yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa studi terdahulu cenderung menyoroti aspek pengelolaan SDM, kinerja aparatur, atau digitalisasi pelayanan secara terpisah (Diyanto et al., 2025; Munir & Aminullah, 2025; Mustanir et al., 2024). Masih diperlukan kajian yang secara kontekstual menjelaskan bagaimana keterbatasan pendidikan, pelatihan, kompetensi administrasi, kemampuan digital, pengalaman kerja, dan dukungan infrastruktur berinteraksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung di wilayah pedalaman Papua Tengah. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus penelitian pada Kampung Nomouwodide, Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan kondisi SDM aparatur Pemerintah Kampung Nomouwodide; (2) menganalisis implikasi keterbatasan SDM terhadap kualitas aparatur, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik; (3) mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang membentuk keterbatasan tersebut; serta (4) merumuskan arah penguatan kapasitas aparatur yang sesuai dengan konteks wilayah. Kontribusi penelitian terletak pada pembacaan keterbatasan SDM sebagai persoalan multidimensional, yaitu hasil interaksi antara kapasitas individu, proses pengembangan SDM, dan lingkungan pendukung kerja, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada pelatihan semata tetapi juga mencakup dukungan kelembagaan dan infrastruktur.
Ⅱ. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menghasilkan deskripsi yang dekat dengan pengalaman, kondisi, dan praktik nyata para pelaku di lapangan, bukan menguji hubungan kausal secara statistik. Pendekatan deskriptif kualitatif sesuai untuk merangkum suatu fenomena dalam bahasa dan konteks kesehariannya (Sandelowski, 2000). Dalam penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada bentuk keterbatasan SDM, implikasinya terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan kampung, serta faktor-faktor kontekstual yang mendukung atau menghambat kinerja aparatur.
2.2 Informan Penelitian
Informan ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Nomouwodide. Pemilihan informan secara purposif lazim digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh kasus yang kaya informasi dan relevan dengan fenomena yang dikaji (Palinkas et al., 2015). Enam informan terlibat dalam penelitian, yaitu Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Distrik Baya Biru, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Anggota Badan Musyawarah Kampung. Komposisi ini mewakili unsur penyelenggara pemerintahan, pembina pada tingkat distrik, serta masyarakat sebagai penerima layanan sehingga memungkinkan pembandingan informasi dari perspektif yang berbeda.
2.3 Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian untuk menggali kondisi SDM, hambatan pelaksanaan tugas, pengalaman pelayanan, dan kebutuhan pengembangan kapasitas. Kedua, observasi langsung di lingkungan kantor pemerintahan kampung untuk melihat proses pelayanan, kehadiran aparatur, penggunaan sarana kerja, kondisi administrasi, dan dukungan infrastruktur. Ketiga, studi dokumen yang mencakup profil aparatur, data pendidikan dan pelatihan, serta dokumen kegiatan pemerintahan kampung yang tersedia. Penggunaan beberapa teknik dimaksudkan untuk memperoleh data yang saling melengkapi.
2.4 Teknik Analisis Data
Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu: (1) kondensasi data melalui proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan informasi yang relevan; (2) penyajian data secara terorganisasi untuk mengenali pola dan hubungan antartemuan; serta (3) penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antar-informan serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis diarahkan pada konsistensi pola temuan, bukan pada generalisasi statistik.
Ⅲ. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM aparatur Pemerintah Kampung Nomouwodide belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan administrasi pemerintahan kampung saat ini. Berdasarkan dokumen profil aparatur, sebagian besar aparatur berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama dan hanya satu orang berpendidikan sarjana. Keterbatasan pendidikan formal terlihat pada kebutuhan waktu yang lebih lama untuk memahami regulasi baru, menyusun dokumen administrasi, dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban secara mandiri. Sekretaris kampung menjelaskan bahwa sejumlah pekerjaan administrasi teknis masih sering dipusatkan pada aparatur yang dinilai lebih mampu. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas internal yang berpotensi menciptakan ketergantungan pada personel tertentu. Hasil tersebut sejalan dengan Wahyudi (2022), yang menempatkan kemampuan dan keterampilan aparatur sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pelayanan publik di tingkat desa.
Keterbatasan juga tampak pada pelatihan dan kompetensi digital. Lima dari delapan aparatur (62,5%) tercatat belum pernah mengikuti pelatihan teknis pemerintahan kampung. Pelatihan yang pernah diterima sebagian aparatur belum berlangsung secara rutin dan belum menjangkau seluruh personel. Selain itu, belum semua aparatur mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi administrasi secara mandiri. Kondisi ini relevan dengan temuan Mustanir et al. (2024) bahwa keberhasilan pemanfaatan aplikasi digital dalam pelayanan pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparatur dan pelatihan. Dengan demikian, peningkatan kemampuan digital di Nomouwodide tidak dapat dipisahkan dari penyediaan kesempatan belajar yang berulang dan praktis.
Pengalaman kerja menjadi sumber pembelajaran yang penting. Aparatur yang telah menjabat lebih lama cenderung lebih lancar menjalankan tugas rutin dan membantu aparatur yang baru. Pembelajaran berlangsung melalui praktik kerja sehari-hari, arahan aparatur senior, pendamping kampung, dan pembinaan dari pemerintah distrik. Pola ini menunjukkan bahwa pengalaman dapat menjadi modal kompensatoris ketika pendidikan formal dan pelatihan belum memadai. Namun, pembelajaran informal tersebut tetap memerlukan sistem pengembangan SDM yang lebih terstruktur agar pengetahuan tidak hanya bergantung pada individu tertentu. Hal ini sejalan dengan Diyanto et al. (2025) yang menegaskan pentingnya pelatihan dan pengembangan sebagai bagian dari pengelolaan SDM pemerintah desa.
3.2 Kualitas Aparatur dalam Menjalankan Tugas
Dari sisi sikap pelayanan, temuan menunjukkan modal sosial-organisasional yang positif. Informan menilai aparatur bersikap ramah, terbuka, dan relatif adil dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aparatur juga menunjukkan tanggung jawab dan kerja sama ketika menghadapi kesulitan. Kehadiran di kantor kampung dinilai cukup baik, meskipun pada kondisi tertentu dipengaruhi oleh cuaca, kondisi alam, dan tugas pelayanan di pemukiman warga. Dengan demikian, persoalan kualitas aparatur di Kampung Nomouwodide tidak terutama terletak pada kemauan melayani, tetapi lebih kuat pada kesenjangan kemampuan teknis dan dukungan kerja.
Keterbatasan teknis paling terlihat pada kecepatan dan ketepatan penyelesaian administrasi. Masyarakat masih mengalami waktu tunggu yang relatif panjang untuk beberapa surat dan dokumen karena sebagian proses dilakukan secara manual dan pekerjaan teknis terkonsentrasi pada aparatur tertentu. Penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan juga membutuhkan waktu lebih lama serta pada beberapa kesempatan memerlukan bantuan pihak di luar kampung. Pola ini sejalan dengan Munir dan Aminullah (2025), yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan desa memerlukan penguatan kompetensi, pelatihan yang terstruktur, serta penataan tugas yang sesuai dengan kapasitas aparatur.

3.3 Faktor Penyebab Keterbatasan dan Dampaknya
Keterbatasan SDM di Kampung Nomouwodide terbentuk dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan formal yang belum merata, pengalaman kerja yang berbeda, keterampilan administrasi yang terbatas, dan kemampuan teknologi informasi yang belum memadai. Faktor eksternal mencakup belum rutinnya pembinaan, terbatasnya perangkat komputer, jaringan internet yang tidak stabil, dukungan listrik yang belum konsisten, serta akses menuju kegiatan pelatihan dan pendampingan. Temuan ini memperlihatkan bahwa masalah SDM tidak dapat direduksi menjadi kekurangan kompetensi individu semata. Kapasitas aparatur dibentuk pula oleh lingkungan kerja yang memungkinkan atau membatasi penerapan kompetensi tersebut.
Dampaknya terjadi secara berantai. Keterbatasan pengetahuan dan pelatihan memperlambat penyelesaian administrasi; keterbatasan perangkat dan konektivitas menghambat penggunaan layanan digital; sementara ketergantungan pada sedikit aparatur yang lebih terampil meningkatkan beban kerja dan risiko keterlambatan. Akibatnya, pelayanan surat-menyurat, pengarsipan, penyusunan laporan, dan pelaksanaan sebagian program belum berjalan secepat yang diharapkan. Temuan ini mendukung argumentasi Antlöv et al. (2016) bahwa penguatan tata kelola desa memerlukan kapasitas pemerintah lokal dan sistem pendukung yang memadai, serta temuan Diyanto et al. (2025) bahwa pengelolaan SDM yang baik berkaitan dengan efisiensi administrasi dan responsivitas layanan.
3.4 Pembahasan Lebih Lanjut
Temuan penelitian memperlihatkan bahwa strategi peningkatan kualitas aparatur di wilayah seperti Nomouwodide perlu dirancang secara terpadu. Pelatihan administrasi dan teknologi informasi tetap penting, tetapi efektivitasnya akan terbatas apabila tidak disertai perangkat kerja, konektivitas, dukungan listrik, dan pendampingan setelah pelatihan. Karena itu, pendekatan pengembangan kapasitas perlu menghubungkan tiga lapisan sekaligus: kapasitas individu, proses organisasi, dan lingkungan pendukung. Kerangka ini memperluas pembahasan penelitian terdahulu yang lebih banyak menekankan kinerja, pelatihan, atau digitalisasi secara terpisah (Diyanto et al., 2025; Mustanir et al., 2024).
Secara praktis, prioritas intervensi dapat dimulai dengan pemetaan kompetensi setiap aparatur, pembagian tugas berdasarkan kemampuan aktual, pelatihan singkat dan berulang yang berorientasi pada pekerjaan nyata, serta mekanisme pendampingan dari distrik atau kabupaten. Pembelajaran antaraparatur juga dapat diformalkan melalui pasangan kerja antara aparatur yang lebih berpengalaman dan aparatur yang masih membutuhkan penguatan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan perangkat, akses komunikasi, dan dukungan anggaran. Dengan cara ini, penguatan SDM tidak dipahami sebagai kegiatan pelatihan satu kali, tetapi sebagai proses pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dan sesuai konteks.
Ⅳ. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala utama dalam peningkatan kualitas aparatur Pemerintah Kampung Nomouwodide. Keterbatasan tersebut mencakup rendah dan tidak meratanya tingkat pendidikan formal, belum meratanya kompetensi administrasi, terbatasnya kemampuan teknologi informasi, serta belum berkelanjutannya pelatihan dan pembinaan. Dampaknya terlihat pada kecepatan pelayanan publik, ketertiban administrasi, pengarsipan, pelaporan, dan pelaksanaan program pembangunan. Namun, aparatur memiliki modal positif berupa sikap pelayanan, tanggung jawab, kerja sama, pengalaman praktis, dan kemauan belajar.
Temuan juga menunjukkan bahwa keterbatasan SDM tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan kondisi lingkungan kerja seperti keterbatasan perangkat komputer, konektivitas internet, kelistrikan, dan akses pendampingan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur perlu dilakukan melalui strategi terpadu: pemetaan kebutuhan kompetensi, pelatihan teknis berbasis pekerjaan, pendampingan berkelanjutan, pembelajaran antaraparatur, pembagian tugas yang lebih proporsional, serta penguatan sarana dan dukungan anggaran. Pemerintah Distrik Baya Biru dan Pemerintah Kabupaten Paniai perlu memperluas jangkauan pembinaan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model pengembangan kapasitas aparatur kampung yang diuji pada beberapa wilayah pedalaman Papua Tengah agar diperoleh rancangan intervensi yang lebih komparatif dan dapat direplikasi.
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